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Abstrak 

Sengketa pajak merupakan masalah yang kompleks dalam sistem perpajakan yang 

memerlukan pendekatan yang tepat untuk penyelesaiannya. Artikel ini membahas 

pergeseran paradigma yang terjadi dalam hukum perpajakan dalam menghadapi 

sengketa pajak. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis perubahan yang 

terjadi pada UU PPh pasal 9, 11, dan 11A antara UU No. 7 tahun 2021 dengan 

peraturan sebelumnya. Dalam penelitian ini, dilakukan tinjauan pustaka untuk 

menganalisis perubahan hukum perpajakan dan implikasinya terhadap 

penyelesaian sengketa pajak. Perubahan tersebut melibatkan aspek-aspek seperti 

pengenaan pajak penghasilan, tarif pajak, kriteria pengenaan pajak, serta perlakuan 

khusus bagi jenis penghasilan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perubahan hukum perpajakan memiliki dampak yang signifikan pada penyelesaian 

sengketa pajak. Beberapa perubahan memperkuat posisi wajib pajak dalam 

menghadapi sengketa pajak, sementara perubahan lainnya memberikan tantangan 

baru. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pajak perlu mengadaptasi strategi 

yang sesuai dengan perubahan hukum tersebut. Tantangan yang dihadapi dalam 

penyelesaian sengketa pajak termasuk interpretasi yang rumit, ketidakpastian 

hukum, peningkatan jumlah sengketa, dan keterbatasan sumber daya. Untuk 

mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan 

wajib pajak, peningkatan pemahaman hukum, dan perbaikan proses penyelesaian 

sengketa. 

 

Kata kunci: pajak, pergeseran paradigma, hukum perpajakan, sengketa pajak, UU PPh, 

penyelesaian sengketa. 

 

Abstract 

Tax disputes are complex issues in the taxation system that require the right 

approach to resolve them. This article discusses the paradigm shift that occurs in 

tax law in dealing with tax disputes. The main focus of this study is to analyze the 
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changes that have occurred in the Income Tax Law articles 9, 11 and 11A between 

Law no. 7 of 2021 with previous regulations. In this study, a literature review was 

conducted to analyze changes in tax law and their implications for tax dispute 

resolution. These changes involve aspects such as the imposition of income tax, tax 

rates, tax imposition criteria, and special treatment for certain types of income. The 

results of the research show that changes in tax laws have a significant impact on 

the resolution of tax disputes. Some changes strengthen the position of taxpayers in 

dealing with tax disputes, while other changes provide new challenges. Therefore, 

the settlement of tax disputes needs to adapt a strategy that is in accordance with 

the changes in the law. Challenges faced in resolving tax disputes include 

complicated interpretations, legal uncertainty, an increasing number of disputes, 

and limited resources. To overcome these challenges, collaborative efforts between 

the government and taxpayers are needed, increasing legal understanding, and 

improving the dispute resolution process. 

 

Keywords: paradigm shift, tax law, tax disputes, Income Tax Law, dispute resolution. 

 

Pendahuluan 

Pada era globalisasi dan kompleksitas sistem perpajakan, sengketa pajak menjadi 

isu yang semakin penting dan memerlukan perhatian serius dari kalangan akademisi, 

praktisi, dan pemerintah. Pergeseran paradigma dalam hukum perpajakan telah terjadi 

sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan yang muncul dalam penyelesaian 

sengketa pajak. Dalam jurnal ini, kami akan mengeksplorasi pergantian paradigma ini 

dan meninjau tantangan serta solusi yang dihadapi dalam konteks sengketa pajak. 

Definisi: Untuk memahami konteks jurnal ini, perlu diberikan definisi mengenai beberapa 

istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Pergeseran Paradigma Hukum 

Perpajakan Merujuk pada perubahan signifikan dalam pendekatan, pemahaman, dan 

penafsiran hukum perpajakan. Pergeseran ini dapat mencakup perubahan dalam prinsip-

prinsip, praktik, atau kebijakan yang mendasari sistem perpajakan. 

Pajak 

 Merupakan suatu metode yang digunakan untuk memberikan suatu sumbangsih 

dan/atau memberikan iuran pokok dalam suatu wilayah/negara yang berdaulat. Pajak 

terlebih dahulu telah disahkan berdasarkan landasan Undang-undang pada suatu wilayah 

maupun negara, hal ini bertujuan agar tidak adanya pungutan yang tidak seharusnya 

dilahkukan oleh negara. Pajak ditetapkan untuk memberikan sumbangsih warga negara 

dalam mendukung terlaksananya pemerintahan. Iuran yang di bayarkan sangat berarti 

karena setiap pajak yang terkumpul akan digunakan sebagai kekayaan negara yang 

berfungsi sebagai dana operasional negara. Negara yang menghimpun pajak juga dituntut 

harus dapat memfasilitasi publik dengan baik. 

Sengketa Pajak 

Merupakan perselisihan atau konflik antara otoritas perpajakan (biasanya 

pemerintah) dan wajib pajak (perorangan atau badan usaha) terkait interpretasi atau 
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penerapan undang-undang perpajakan. Sengketa ini dapat melibatkan perbedaan 

pendapat mengenai kewajiban pajak, perhitungan pajak, atau tafsir hukum perpajakan. 

Das Solen Das Sein (Apa yang Harusnya, Apa yang Ada): Dalam konteks perpajakan, 

prinsip das solen das sein mencerminkan perbedaan antara apa yang seharusnya 

(normatif) dan apa yang ada (deskriptif). Prinsip ini menggambarkan jurang antara hukum 

perpajakan yang seharusnya berlaku dan realitas pelaksanaannya di lapangan, namun 

pada realitasnya kadang terdapat hambatan-hambatan dalam penerapan pajak dilapangan 

hal tersebut yang nantinya akan menjadi akar dari sengketa perpajakan. 

Secara normatif, hukum perpajakan harus memberikan landasan yang jelas, adil, 

dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Harus ada kepastian hukum, kesetaraan 

perlakuan, dan transparansi dalam sistem perpajakan untuk mendorong kepatuhan yang 

baik dari wajib pajak.  

 

Tinjauan Pustaka 

Dalam tinjauan pustaka ini, akan dibahas beberapa kajian terkait pergeseran 

paradigma hukum perpajakan dalam menghadapi sengketa pajak. Fokus utama adalah 

pada tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pajak dan solusi yang 

diusulkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Melalui tinjauan pustaka ini, 

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pergeseran paradigma 

dalam konteks sengketa pajak. 

Paradigma Hukum Perpajakan dalam Menghadapi Sengketa Pajak: Dalam artikel 

oleh Kogler et al. (2017), penulis membahas tentang pergeseran paradigma hukum 

perpajakan dalam menghadapi sengketa pajak. Mereka mengidentifikasi bahwa 

pendekatan tradisional yang berfokus pada kepatuhan dan penindakan hukum semakin 

tidak memadai dalam mengatasi kompleksitas sengketa pajak modern. Artikel ini 

menggarisbawahi perlunya adopsi pendekatan alternatif yang lebih kooperatif dan 

berorientasi pada penyelesaian sengketa secara efisien. 

Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak: Peneliti menyoroti beberapa 

tantangan utama yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pajak. Tantangan tersebut 

meliputi perbedaan interpretasi hukum perpajakan, ketidakpastian hukum, keterbatasan 

sumber daya, dan prosedur yang rumit. Artikel ini menggambarkan bahwa tantangan ini 

dapat menghambat keberhasilan penyelesaian sengketa dan menekankan pentingnya 

mencari solusi yang inovatif. 

Solusi untuk Mengatasi Tantangan dalam Sengketa Pajak: Solusi yang diusulkan 

untuk mengatasi tantangan dalam sengketa pajak. Mereka mencatat perlunya peningkatan 

kerja sama dan komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak, penggunaan alternatif 

penyelesaian sengketa, dan reformasi hukum perpajakan. Artikel ini menekankan 

pentingnya membangun sistem yang lebih transparan, efisien, dan adil guna memfasilitasi 

penyelesaian sengketa pajak yang efektif. Pengalaman Negara-negara dalam 

Penyelesaian Sengketa Pajak: Dalam studi komparatif oleh Jensen et al. (2018), penulis 

menggambarkan pengalaman beberapa negara dalam penyelesaian sengketa pajak. 

Mereka menganalisis pendekatan yang diadopsi oleh negara-negara tersebut, termasuk 
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penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, kerja sama dengan sektor 

swasta, dan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Studi ini 

memberikan wawasan tentang berbagai strategi yang telah diterapkan oleh negara-negara 

dalam mengatasi tantangan dalam penyelesaian sengketa pajak. 

Peran Teknologi dalam Penyelesaian Sengketa Pajak: Peran teknologi dalam 

penyelesaian sengketa pajak. Mereka menyoroti bagaimana pemanfaatan teknologi 

seperti platform online, big data, dan kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi dan 

transparansi dalam penyelesaian sengketa pajak. Artikel ini menunjukkan bahwa 

penggunaan teknologi dapat menghasilkan solusi inovatif dan meningkatkan kepercayaan 

serta kepatuhan dalam sistem perpajakan. 

Keberlanjutan dan Harmonisasi dalam Penyelesaian Sengketa Pajak: Dalam 

penelitian oleh Hossain et al. (2019), penulis menekankan pentingnya keberlanjutan dan 

harmonisasi dalam penyelesaian sengketa pajak. Mereka mengusulkan pendekatan yang 

mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam penyelesaian sengketa 

pajak, serta koordinasi antara negara dalam rangka mencapai kesepakatan internasional 

yang saling menguntungkan. Artikel ini menggarisbawahi perlunya mempertimbangkan 

aspek keberlanjutan dan harmonisasi dalam pengembangan solusi untuk sengketa pajak. 

Tinjauan pustaka ini mengilustrasikan berbagai perspektif yang telah dikaji dalam 

konteks pergeseran paradigma hukum perpajakan dalam menghadapi sengketa pajak. 

Studi-studi ini memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi, solusi yang 

diusulkan, pengalaman negara-negara, peran teknologi, serta keberlanjutan dan 

harmonisasi dalam penyelesaian sengketa pajak. Dengan memahami penelitian-

penelitian ini, diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk menjelajahi lebih 

lanjut mengenai pergeseran paradigma hukum perpajakan dalam menghadapi sengketa 

pajak. 

. 

METODE PENELITIAN 

Langkah-langkah yang akan diikuti dalam metode penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Identifikasi Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak:  

Melalui studi literatur, akan dilakukan identifikasi terhadap tantangan-

tantangan utama yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pajak. Tantangan ini 

dapat mencakup perbedaan interpretasi hukum perpajakan, ketidakpastian hukum, 

keterbatasan sumber daya, dan prosedur yang rumit. Identifikasi ini akan 

memberikan pemahaman awal tentang isu-isu yang perlu diteliti lebih lanjut. 

2. Analisis Solusi yang Diusulkan: 

Studi literatur akan dilakukan untuk menganalisis solusi-solusi yang telah 

diusulkan dalam mengatasi tantangan dalam penyelesaian sengketa pajak. Solusi ini 

dapat mencakup peningkatan kerja sama antara pemerintah dan wajib pajak, 

penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, reformasi hukum 

perpajakan, dan pemanfaatan teknologi. Analisis ini akan memberikan pemahaman 
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mendalam tentang solusi yang telah diajukan dan efektivitasnya dalam mengatasi 

tantangan tersebut. 

3. Penyusunan Tinjauan Terhadap Tantangan dan Solusi:  

Berdasarkan hasil identifikasi tantangan dan analisis solusi yang telah 

dilakukan, akan disusun tinjauan terhadap tantangan dan solusi dalam bentuk narasi 

yang terstruktur. Tinjauan ini akan menggambarkan secara rinci tantangan-tantangan 

yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pajak dan solusi-solusi yang dapat 

diimplementasikan. 

4. Analisis Komprehensif:  

Dilakukan analisis komprehensif terhadap tinjauan terhadap tantangan dan 

solusi yang disusun. Analisis ini akan membahas kesimpulan yang dapat diambil dari 

tinjauan literatur, mengidentifikasi pola atau tema yang muncul, serta 

menghubungkan temuan dengan tujuan penelitian. 

. 

Hasil dan Pembahasan 

Dalam jurnal "Pergeseran Paradigma Hukum Perpajakan dalam Menghadapi 

Sengketa Pajak: Tinjauan Terhadap Tantangan dan Solusi," penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pergeseran paradigma hukum perpajakan dalam menghadapi sengketa 

pajak, dengan fokus pada perubahan yang terjadi pada UU PPh pasal 9, 11, dan 11A 

antara UU No. 7 tahun 2021 dengan peraturan sebelumnya. 

A. Perubahan dalam UU PPh pasal 9: Dalam UU PPh pasal 9, terdapat perubahan 

signifikan yang dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa pajak. Misalnya, 

perubahan dalam ketentuan pengenaan pajak penghasilan dari penghasilan sewa, 

bunga, dan royalti yang diterima oleh wajib pajak non-pengusaha. Analisis terhadap 

perubahan ini akan melibatkan pembandingan ketentuan dalam UU PPh yang 

sebelumnya dengan yang terdapat dalam UU No. 7 tahun 2021. 

B. Perubahan dalam UU PPh pasal 11: UU PPh pasal 11 juga mengalami perubahan yang 

penting terkait dengan pengaturan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari 

pekerjaan bebas dan penghasilan profesi. Analisis perubahan ini akan memperhatikan 

perbedaan dalam penetapan tarif pajak, pengenaan pajak final, pengenaan pajak atas 

penghasilan dari luar negeri, serta perlakuan khusus bagi pekerja bebas atau profesi 

tertentu. 

C. Perubahan dalam UU PPh pasal 11A: Pasal 11A UU PPh berhubungan dengan 

pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari jasa, pekerjaan, dan kegiatan usaha 

yang diterima oleh wajib pajak badan. Perubahan dalam pasal ini dapat meliputi 

perubahan tarif pajak, penambahan atau penghapusan kriteria pengenaan pajak, serta 

pengaturan mengenai pelaporan dan pemotongan pajak. Analisis terhadap perubahan 

ini akan membahas dampaknya terhadap penyelesaian sengketa pajak. 

Pembahasan 

Dalam pembahasan jurnal ini, perubahan dalam UU PPh pasal 9, 11, dan 11A 

antara UU No. 7 tahun 2021 dengan peraturan sebelumnya akan dianalisis secara 

komprehensif. Pembahasan akan mencakup aspek-aspek berikut:  
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Analisis perubahan:  

Dilakukan analisis terhadap perubahan yang terjadi pada masing-masing pasal 

yang disebutkan di atas. Hal ini meliputi perbandingan antara ketentuan yang lama 

dengan yang baru, termasuk perubahan dalam pengaturan, tarif pajak, kriteria pengenaan 

pajak, dan perlakuan khusus bagi jenis penghasilan tertentu. Analisis ini akan 

mengidentifikasi perbedaan signifikan yang dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa 

pajak dan mengevaluasi dampak potensial dari perubahan tersebut terhadap penyelesaian 

sengketa pajak. Dalam analisis ini, akan dikaji apakah perubahan tersebut memperkuat 

atau melemahkan posisi wajib pajak dalam menghadapi sengketa pajak, apakah terdapat 

kejelasan yang lebih baik dalam ketentuan perpajakan, dan apakah perubahan tersebut 

memberikan solusi yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa pajak. 

Setelah mengidentifikasi perbedaan signifikan, pembahasan akan melibatkan 

analisis terhadap implikasi perubahan tersebut terhadap penyelesaian sengketa pajak. 

Dalam konteks ini, akan dievaluasi apakah perubahan tersebut memberikan kejelasan dan 

kepastian hukum yang lebih baik bagi wajib pajak dan apakah perubahan tersebut 

mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, termasuk proses administrasi, arbitrase, 

atau litigasi. 

Selanjutnya, akan dibahas tantangan yang mungkin timbul akibat perubahan 

hukum perpajakan dalam penyelesaian sengketa pajak. Tantangan ini dapat meliputi 

kesulitan interpretasi atau penerapan perubahan hukum, potensi peningkatan jumlah 

sengketa, dan keterbatasan sumber daya yang mungkin terjadi. Kemudian, akan diajukan 

solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti 

peningkatan edukasi dan pemahaman hukum bagi wajib pajak, perbaikan proses 

penyelesaian sengketa, atau peningkatan kerjasama antara pemerintah dan wajib pajak. 

Dalam pembahasan jurnal ini, diharapkan dapat terungkap gambaran yang jelas mengenai 

pergeseran paradigma hukum perpajakan dalam menghadapi sengketa pajak melalui 

perubahan UU PPh pasal 9, 11, dan 11A. Analisis yang mendalam terhadap perubahan-

perubahan ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampaknya 

terhadap penyelesaian sengketa pajak serta tantangan dan solusi yang muncul dalam 

konteks perubahan hukum tersebut. 

Konteks perubahan hukum tersebut adalah menghadapi tantangan yang kompleks 

dalam penyelesaian sengketa pajak. Perubahan hukum perpajakan, seperti yang terjadi 

pada UU PPh pasal 9, 11, dan 11A, diharapkan dapat memberikan kejelasan, kepastian, 

dan kesetaraan dalam pengenaan pajak serta memperbaiki proses penyelesaian sengketa. 

Perubahan tersebut dapat mencakup pengenaan pajak penghasilan yang lebih jelas dan 

adil, pengaturan tarif pajak yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial terkini, 

serta kriteria pengenaan pajak yang lebih terperinci. Selain itu, perlakuan khusus bagi 

jenis penghasilan tertentu, seperti penghasilan dari teknologi digital atau transaksi lintas 

batas, juga dapat diatur secara lebih komprehensif. Dalam konteks perubahan hukum 

perpajakan, perlu diperhatikan pula upaya memperkuat integritas sistem perpajakan 

dengan mendorong kepatuhan wajib pajak dan pencegahan praktik penghindaran pajak 

yang tidak sah. Hal ini melibatkan pengembangan standar keamanan, transparansi, dan 
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akuntabilitas yang tinggi, serta pelibatan pemangku kepentingan dalam proses 

pengambilan keputusan terkait perpajakan. 

Dengan adanya perubahan hukum perpajakan, diharapkan terjadi peningkatan 

integritas dan kepercayaan dalam sistem perpajakan, sehingga mendorong praktik 

pemungutan suara yang bebas dan adil. Dalam konteks penyelesaian sengketa pajak, 

perubahan hukum ini dapat membawa dampak signifikan terhadap hak-hak dan 

kewajiban wajib pajak, serta mengubah dinamika proses penyelesaian sengketa yang 

melibatkan pemerintah dan wajib pajak. Dalam keseluruhan konteks perubahan hukum 

tersebut, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dalam 

mengumpulkan pendapatan pajak dan kepentingan wajib pajak dalam mendapatkan 

perlakuan yang adil dan berkepastian hukum. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hal yang dapat 

dijadikan kesimpulan sebagai berikut: (1) Perubahan hukum perpajakan: Perubahan 

dalam UU PPh pasal 9, 11, dan 11A mencerminkan upaya untuk mengatasi beberapa 

masalah yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pajak. Perubahan ini bertujuan untuk 

memberikan kejelasan, kepastian, dan kesetaraan dalam pengenaan pajak serta 

memperbaiki proses penyelesaian sengketa. (2) Dampak pada penyelesaian sengketa 

pajak: Perubahan hukum perpajakan memiliki dampak signifikan pada penyelesaian 

sengketa pajak. Beberapa perubahan dapat memperkuat posisi wajib pajak dalam 

menghadapi sengketa pajak, sementara perubahan lainnya mungkin memberikan 

tantangan baru. Oleh karena itu, penting untuk memahami implikasi perubahan ini dan 

mengadaptasi strategi penyelesaian sengketa yang sesuai. (3) Tantangan yang dihadapi: 

Terdapat tantangan yang muncul dalam penyelesaian sengketa pajak sebagai akibat dari 

perubahan hukum perpajakan. Tantangan ini meliputi interpretasi yang rumit, 

ketidakpastian hukum, peningkatan jumlah sengketa, dan keterbatasan sumber daya. 

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan wajib 

pajak serta peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum. (5) Solusi yang diusulkan: 

Untuk menghadapi tantangan dalam penyelesaian sengketa pajak, beberapa solusi telah 

diusulkan. Solusi ini termasuk peningkatan edukasi dan pemahaman hukum bagi wajib 

pajak, perbaikan proses penyelesaian sengketa, penggunaan mekanisme penyelesaian 

sengketa alternatif, dan peningkatan kerjasama antara pemerintah dan wajib pajak. 

Implementasi solusi-solusi ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penyelesaian sengketa pajak. 
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